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This study aims to analyze the empirical influence of education background 

variables and the experience of auditors on the successful implementation of 

review of the financial report of the government of Bandar Lampung. The 

independent variables in this study are the educational background and auditor 

experience. While the dependent variable in this study is the review of the 

financial statements of the Bandar Lampung’s Government. 

 

The data used in this study were obtained from questionnaires and interviews with 

auditors in the Inspectorate of Bandar Lampung Governent and direct 

observation in the activities of the implementation of the financial report of the 

Government of Bandar Lampung. The population is 40 auditors. The sampling 

technique used is the Census method by examining all members of the population. 

Data analysis method used is multiple linear regression analysis with the help of 

software SPPS version 19. 

 

The results in this study indicate that empirically proven that the variable of 

educational background of accounting and experience of auditors to the success 

of the implementation of the financial statements of the government of Bandar 

Lampung is Ý = 14.980 + 0.003 X1 + 0.626 X2 + et 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh empiris variabel latar 

belakang pendidikan dan pengalaman auditor terhadap keberhasilan pelaksanaan 

reviu laporan keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung. Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah latar belakang pendidikan dan pengalaman auditor. 

Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah reviu Laporan 

Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuisioner dan wawancara 

dengan auditor di lingkungan Inspektorat Kota Bandar Lampung, serta observasi 

langsung terhadap kegiatan pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah 

Kota Bandar Lampung. Populasi yang ada sebanyak 40 auditor. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus dengan meneliti 

seluruh anggota populasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi linear berganda dengan bantuan software SPPS versi 19. 

 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara empiris terbukti bahwa 

variabel latar belakang pendidikan dan pengalaman auditor terhadap keberhasilan 

pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar 

Ý = 14.980 + 0,003 X1+ 0,626 X2+ et 

 

 

Kata kunci : Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bersamaan dengan reformasi dari sistem politik kearah yang lebih demokrastis, 

berkembang pula pemikiran tentang good governance atau pemerintahan yang 

baik dan bersih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, 

pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan 

menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan 

prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima 

seluruh masyarakat.  

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih  dan Bebas KKN,  terdapat asas umum pemerintahan yang 

baik yaitu asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Asas keterbukaan yaitu asas 

yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 

Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 

akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam 

Mardiasmo, 2006). 

  

Sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan keuangan 

Pemerintah Daerah perlu direviu.  Pelaksanaan reviu merupakan dasar dibuatnya 

surat pernyataan tanggung jawab (Statement of Responsibility) menteri/pimpinan 

lembaga/kepala daerah atas laporan keuangan instansinya. Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 mengatur tentang pedoman pelaksanaan 

reviu atas LKPD menyatakan bahwa tujuan reviu LKPD adalah untuk 

memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD telah disusun berdasarkan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang 

memadai. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), Aparat Pengawas Internal Pemerintah 

diberikan peranan lebih yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan 

negara, pembinaan penyelenggaraan SPIP, dan reviu laporan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah. Serta amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kewajiban 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah mereviu Laporan keuangan 

(LK). Ini berarti tugas APIP tidak sekedar mengawasi pengelolaan keuangan 
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tetapi bersinergi dengan mitra kerja dalam rangka meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. Oleh karena itu Reviu atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah 

dilakukan oleh Aparat Pegawas Internal Pemerintah yang berada dibawah 

naungan Inspektorat Kabupaten/Kota. 

 

Peran Inspektorat sangat besar dan sangat strategis dalam pengawasan keuangan 

daerah untuk mengendalikan serta mengontrol kebijakan keuangan daerah. 

Pelaksanaan reviu menjadi sangat penting agar terwujud tata kelola pemerintahan 

yang efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel dalam rangka 

melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, 

kompetensi APIP yang melaksanakan reviu juga menjadi penting untuk 

diperhitungkan. Terutama mengingat bahwa tugas APIP adalah sebagai mitra 

kerja Pemerintah Daerah dan hasil reviu menjadi acuan bagi Pemerintah daerah 

untuk memperbaiki laporan keuangan, sehingga pada akhirnya akan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan itu sendiri. 

 

Berdasarkan hasil reviu oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung tahun 2014 

sampai dengan 2016, LaporanKeuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung setiap 

tahunnya selalu mengalami koreksi. Pada umumnya, koreksi yang dilakukan 

berkisar pada : ketidak sesuaian antara pencatatan beban persediaan, aset dan 

pendapatan pada laporan keuangan SKPD dengan Laporan keuangan Pemerintah 

Daerah. Selain itu, Catatan Atas Laporan keuangan (CALK) belum menyebutkan 

mengenai aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Hal ini disebabkan antara lain 

karena masih rendahnya pemahaman petugas akuntansi SKPD dalam 
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penatausahaan keuangan SKPD dan kurangnya koordinasi antara petugas 

akuntansi di BUD yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan petugas 

akuntansi di SKPD. Terkait pencatatan beban persediaan, pada umumnya petugas 

akuntansi SKPD mencatat total belanja barang dan jasa serta tidak melakukan 

revisi pencatatan sesuai jumlah persediaan yang tersisa, pada akhir periode 

pembukuan. Koreksi-koreksi ini yang menjadi bahan perbaikan LKPD sebelum 

LKPD diserahkan kepada BPK untuk di audit.  

 

Meskipun demikian, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Republik Indonesia terhadap Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tanpa 

catatan, selama enam tahun berturut-turut, yaitu sejak 2010 sampai dengan 2014, 

lalu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dengan catatan setelah 

implementasi SAP berbasis akrual murni pada tahun 2015 dan Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) lagi untuk laporan keuangan tahun 2016.  

Kecakapan para auditor inspektorat tersebut didapat dari pendidikan dan pelatihan 

yang rutin diadakan oleh Inspektorat, baik dengan cara mengikutsertakan auditor 

pada bimtek yang dilaksankan oleh BPKP, maupun bimtek yang dilaksanakan 

intern inspektorat melalui kegiatan Pendidikan di Kantor Sendiri (PKS).  

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh latar belakang pendidikan terhadap Kompetensi Reviu Auditor di 

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui penelitian yang berjudul : “ Pengaruh 

Pendidikan dan Pengalaman terhadap Kompetensi Reviu Auditor di 

Pemerintah Kota Bandar Lampung ”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan observasi awal terhadap kondisi Auditor yang melakukan reviu pada 

Inspektorat Kota Bandar Lampung, maka identifikasi masalah adalah sebagai 

berikut : 

1. Sumber Daya Manusia auditor di lingkungan Inspektorat Kota Bandar 

Lampung banyak yang memiliki latar belakang pendidikan selain akuntansi. 

2. Kemampuan auditor dalam mereviu laporan keuangan masih perlu 

ditingkatkan. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka ruang lingkup 

penelitian dibatasi pada variabel latar belakang pendidikan (X1), Pengalaman 

Auditor (X2) Dan Pelaksanaan Reviu Laporan keuangan (Y). Adapun indikator 

meliputi Latar belakang pendidikan, pendidikan terakhir dan  masa kerja menjadi 

Auditor. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pelaksanaan reviu 

Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung? 

2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap pelaksanaan reviu Laporan 

keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung? 
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3. Apakah latar belakang pendidikan dan pengalaman auditor secara bersama-

sama berpengaruh terhadap pelaksanaan reviu Laporan keuangan Pemerintah 

Kota Bandar Lampung? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Ingin mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan terhadap pelaksanaan 

Reviu Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

2. Ingin mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap pelaksanaan reviu 

Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

3. Ingin mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan akuntansi dan 

pengalaman auditor secara bersama-sama terhadap pelaksanaan reviu 

Laporan keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung. 

1.6. Manfaat Penelitian 

I.6.1.  Manfaat Teoritis 

Secara teori, manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini antara lain:  

1. Membuktikan secara ilmiah mengenai pengaruh latar belakang pendidikan 

terhadap pelaksanaan reviu Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung 

2. Membuktikan secara ilmiah mengenai pengaruh pengalaman auditor terhadap 

pelaksanaan reviu Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung 

3. Membuktikan secara ilmiah mengenai pengaruh latar belakang pendidikan 

dan pengalaman auditor secara bersama-sama terhadap pelaksanaan reviu 

Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung 
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4. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat dijadikan 

perbandingan dalam melakukan pengembangan penelitian yang sama di masa 

yang akan datang mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman 

auditor. 

 

I.6.2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis yang bisa didapat dari penelitian ini antara lain adalah 

hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi Pemerintah 

Kota Bandar Lampung dalam mengembangkan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, baik dalam bidang manajemen akuntansi keuangan maupun bidang 

lainnya. 
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Audit Internal 

Undang-undang tentang keuangan negara mengamanatkan keuangan negara 

dikelola secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Untuk itu 

perlu pengawasan dan audit dari pihak internal dan eksternal. Pengawasan dan 

audit keuangan dilakukan oleh auditor internal dan pemeriksaan atas pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara dapat dilakukan oleh auditor eksternal 

(BPK RI), (Kuntadi, 2009). 

Audit internal menurut Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing, The Institute of Internal Auditors adalah : 

“ Internal auditing is an independent, objective assurance and 

consulting activity designed to add value and improve an 

organization operations. It helps an  organization accomplish its 

objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate 

and improve the effectiveness of risk management, control, and 

governance processes.”   

Audit internal adalah aktifitas mandiri/independen yang memberikan jaminan 

keyakinan serta konsultasi yang didesain untuk memberi nilai tambah dan 

meningkatkan kegiatan operasional organisasi. Audit internal membantu 
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organisasi dalam upayanya mencapai tujuan dengan memberikan suatu 

pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

efektifitas resiko manajemen, pengendalian dan proses tata kelola. Auditor 

internal wajib memberikan informasi yang berharga bagi menejemen untuk 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi entitas (Haryadi, 2010).  

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern di lingkungan 

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. APIP terdiri atas Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab 

kepada Presiden, Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama 

(Irtama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND), Inspektorat Pemerintah Provinsi yang 

bertanggung jawab kepada Gubernur, dan Inspektorat Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Tugas dan 

Fungsi APIP menurut PP 60 Tahun 2008 yaitu melakukan pengawasan intern 

melalui Audit, terdiri atas Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu, 

Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya.  

 

2.2. Reviu Laporan keuangan Pemerintah Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008  tentang Pedoman 

Pelaksanaan Reviu atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan 

kelanjutan pelaksanaan dari amanat Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah  

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi 
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Pemerintah. Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 mewajibkan laporan 

keuangan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).  

Terdapat beberapa pengertian reviu yaitu berdasarkan:  

1. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP): reviu adalah pelaksanaan 

prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar 

memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak 

terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar 

laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER44/PB/2006: reviu 

adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, 

permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi 

Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak 

ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar 

laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan  

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008  tentang Pedoman 

Pelaksanaan Reviu atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah: reviu adalah 

prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan 

keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberi keyakinan terbatas 

bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan 

keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP).  
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4. Framework for Performing and Reporting on Compilation and Review 

Engagements, AR Section 60, SSARS No 19, AICPA “ A review is a service, 

the objective of which is to obtain limited assurance that there are no 

material modifications that should be made to the financial statements in 

order for the statements to be in conformity with the applicable financial 

reporting framework” .   

 

Reviu laporan keuangan sangat berbeda dengan audit laporan keuangan dimana 

dalam audit seorang auditor harus memperoleh keyakinan yang tinggi bahwa 

laporan keuangan adalah bebas dari salah saji yang material. Reviu hanya 

memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang 

harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan 

standar akuntansi. Reviu tidak membutuhkan pemahaman mendalam tentang 

pengendalian internal entitas, menilai risiko kecurangan, pengujian catatan dan 

bukti akuntansi sampai kepada dokumen sumber, atau prosedur lain yang biasanya 

dilakukan dalam audit (AR Section 60, SSARS No 19, AICPA).  

 

Hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu (LHR) yang ditandatangani oleh 

Inspektur. LHR disajikan dalam bentuk Surat yang memuat Pernyataan Telah 

Direviu. Pernyataan telah direviu dapat berupa pernyataan dengan paragraf 

penjelas atau tanpa paragraf penjelas. Pernyataan tanpa paragraf penjelas dibuat 

apabila tidak ada modifikasi meterial yang harus dilakukan atas laporan keuangan 

agar laporan tersebut sesuai dengan SAP. Sementara pernyataan dengan paragraf 

penjelas dibuat dalam hal entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang 
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direkomendasikan oleh inspektorat dan/atau  terjadi pembatasan dalam 

pelaksanaan reviu atau prosedur reviu tidak dapat dilaksanakan.   

Reviu atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka penyusunan Pernyataan 

Tanggung Jawab (PTJ) oleh kepala daerah (statement of responsibility) atas 

laporan keuangan sebelum laporan keuangan tersebut disampaikan kepada BPK. 

Pernyataan tanggung jawab tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan telah 

disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan 

standar akuntansi pemerintahan (SAP).   

2.2.1. Konsep Pelaksanaan Reviu LKPD 

Kuntadi (2009) menguraikan beberapa konsep dasar Reviu sebagai berikut:  

1. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan LKPD (pasal 13 ayat 1 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008). Reviu paralel 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi tepat waktu agar koreksi dapat 

dilakukan segera. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD) diajukan kepada Kepala Daerah sudah 

mengakomodasi hasil reviu APIP.  

2. Reviu tertuju pada hal-hal penting yang memengaruhi LK, namun tidak 

memberikan keyakinan akan semua hal penting yang akan terungkap melalui 

suatu audit. Reviu memberikan keyakinan bagi APIP bahwa tidak ada 

modifikasi (koreksi penyesuaian) material yang harus dilakukan atas LK agar 

LK yang direviu sesuai dengan SAP, baik pengakuan, penilaian, pengungkapan 

dan sebagainya.  
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3. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan suatu pendapat (opini) 

seperti halnya dalam audit, meskipun reviu mencakup suatu pemahaman atas 

pengendalian intern secara terbatas.  

4. Selama reviu, tidak dilakukan pengujian terhadap kebenaran substansi 

dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa, bukti 

pembayaran, kuitansi, dan berita acara fisik atas pengadaan barang dan jasa.  

5. Reviu dapat mengarahkan perhatian APIP kepada hal-hal penting yang 

memengaruhi LK, namun tidak memberikan keyakinan bahwa APIP akan 

mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit.  

 

Konsep Pelaksanaan Reviu atas LKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 4 Tahun 2008, yaitu, pelaksanaan reviu dilakukan oleh tim secara 

paralel dengan penyusunan LKPD. Reviu tersebut dilaksanakan paling lambat 2 

(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kegiatan-kegiatan dalam proses 

pelaksanaan tersebut merupakan prosedur reviu yang harus dilakukan meliputi 

penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Sebelum ketiga 

kegiatan tersebut dilaksanakan, dilakukan persiapan berupa pengumpulan 

informasi keuangan, LK yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, 

triwulanan, semesteran, tahunan, kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta 

informasi lain yang diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim 

reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.  
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Berdasarkan pertimbangan penilaian risiko yang telah dilakukan pada saat 

perencanaan, dipilih beberapa neraca saldo yang perlu ditelusuri angka-angkanya 

pada saldo buku besar yang bersangkutan.  

2.2.1.1. Prosedur Analitis  

Prosedur Analitis dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun 

dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP. Analisis yang dilakukan 

adalah menilai kewajaran saldo dan rincian LK, kesesuaian dan keterkaitan antar 

komponen LK yang satu dengan komponen lainnya. Prosedur ini harus dirancang 

oleh Inspektorat dengan mempertimbangkan hasil reviu SPI. Hal ini dilakukan 

agar reviu kesesuaian dengan SAP dapat terarah pada komponen LK dan akun-

akun yang lemah pengendaliannya. Dengan demikian, Inspektorat dapat lebih 

memperdalam materi reviunya, serta memertimbangkan jenis-jenis masalah yang 

membutuhkan penyesuaian, seperti terjadinya peristiwa luar biasa dan perubahan 

kebijakan akuntansi.  

 

Contoh hubungan antar komponen laporan keuangan atau lampirannya dalam 

Prosedur Analitis, antara lain:  

1. Hubungan antara penambahan Aktiva Tetap dalam Neraca dengan Realisasi 

Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);  

2. Hubungan antara laporan/daftar aktiva tetap yang dibuat oleh Bagian 

Akuntansi dengan Bagian Umum/Pengelola Barang/Aset;  

3. Menganalisis LK untuk menentukan apakah LK sesuai dengan SAP; 

4. Memeroleh laporan dari Inspektorat/APIP lain, jika ada yang telah melakukan 

audit atau reviu atas LK tahun sebelumnya.  
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Hal ini dilakukan untuk meyakini kesesuaian jumlah saldo awal pada neraca. 

Penelaahan lebih lanjut setelah melakukan Prosedur Analitis tersebut di atas dapat 

dilakukan dengan melihat kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam 

LK terhadap buku besar, buku pembantu, catatan, dan laporan lain yang 

digunakan dalam sistem akuntansi di lingkungan pemerintah daerah yang 

bersangkutan. 

 

2.3. Auditor 

Auditor adalah orang atau kelompok yang melakukan audit. Menurut Arens et al 

(2006 : 15-16) terdapat empat jenis uditor yang umum dikenal dalam masyaratakt, 

yaitu :  

1. Certified Accountant Public Firms (Akuntan Publik) 

Akuntan publik disebut juga auditor eksternal atau auditor independen. 

Akuntan ini bertanggungjawab atas pemeriksaan atau mengaudit laporan 

keuangan organisasi yang dipublikasikan dan memberikan opini dan infrmasi 

yang di auditnya itu. 

2. General Accounting Office Auditors (Auditor Pemerintah),  

Dilaksanakan oleh auditor pemerintah sebagai karyawan pemerintah. Audit ini 

mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. 

Di Indonesia, auditor pemerintah dibagi menjadi dua yaitu: Auditor eksternal 

pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan 

Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah 

sehingga diharapkan dapat independen. Auditor internal Pemerintah atau yang 
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dikenal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang 

dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

yang bertanggung jawab kepada Presiden. Inspektorat Jenderal 

(Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada 

Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Inspektorat 

Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan 

Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada 

Bupati/Walikota. 

3. Internal Revenue Agent (Akuntan Pajak) 

Akuntan pajak mempunyai tanggungjawab terhadapa pelaksanaan pada 

pembayaran pajak oleh wajib pajak. Lingkup pekerjaannya adalah memeriksa 

apakah wajib pajak teah benar memberikan pajaknya sesuai dengan prosedur 

dan hukum yang berlaku. 

4. Internal Auditors (Audit Internal) 

Auditor Internal adalah bertanggungjawab pada manajemen perusahaan. 

Tujuannya adalah audit terhadap prosedur-prosedur dan metode operasi suatu 

organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan. Pada akhir 

kegitannya biasanya diajukan saran-saran rekomendasi manajemen untuk 

meningkatkan kualitas operasi perusahaan. 

2.3.1. Auditor Internal Pemerintah 

Auditor internal dipegang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional 

melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat 

Kabupaten atau Kota. 
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Menurut Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa: “Auditor 

intern adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor 

dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi 

pemerintah untuk dan atas nama APIP.  

 

Menurut Arens-loebbecke (2005),“Internal auditor adalah seseorang yang bekerja 

sebagai karyawan suatu organisasi untuk melakukan audit bagi kepentingan 

manajemen” . Sedangkan menurut Mulyadi, terdapat tiga tipe yaitu auditor 

independen, auditor intern dan auditor pemerintah. Auditor yang bekerja pada 

bidang pemerintahan adalah auditor pemerintah. Auditor pemerintah dapat 

didefinisikan sebagai auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang 

tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang 

disajikan oleh unitunit organisasi atau entitas pemerintahan atau 

pertanggungjawaban yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat 

banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang 

disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di BPKP, BPK, 

Inspektorat dan instansi pajak.  

 

Auditor internal merupakan seorang auditor yang bertugas menilai fungsi 

organisasi. Meriviu tindakan organisasi, selain itu melakukan suatu pemeriksaan 

yang mengukur, mengevaluasi dan melaporkan efektivitas pengendalian internal, 

keuangan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasi.  
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Inspektorat merupakan auditor internal di lingkungan pemerintah daerah, baik 

ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Inspektorat memainkan peran sangat 

penting dan signifikan dalam kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah 

dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah agar dapat mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan.  

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat adalah kegiatan audit, yang meliputi:    

1. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan pegawai 

daerah, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintah, 2. Pemeriksaan 

dana desentralisasi, 3. Pemeriksaan dana dekonstralisasi, 4. Pemeriksaan tugas 

pembantuan, 5. Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri.  

Selain pemeriksaan (audit), auditor Inspektorat dapat juga melakukan 

pemeriksaan tertentu dan audit terhadap laporan mengenai indikasi kemungkinan 

terjadinya tindakan penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Auditor Inspektorat bertanggungjawab 

terhadap Gubernur, maka peran Auditor Inspektorat sangat penting serta hasil 

audit yang dihasilkan auditor inspektorat cukup disoroti oleh masyarakat. Auditor 

Inspektorat melakukan proses audit terhadap pemerintah daerah, kemudian dari 

hasil tersebut diberikan pada Gubernur. Pihak BPK melakukan pemeriksaan atas 

laporan hasil audit yang telah dibuat oleh auditor inspektorat, agar BPK dapat 

mengeluarkan opini terhadap laporan hasil audit yang telah dibuat tersebut. Maka, 

hasil audit auditor inspektorat menjadi “second opinion” bagi BPK dalam 

melakukan proses audit.  
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2.3.2. Kompetensi Auditor 

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam sebuah organisasi, 

disamping itu sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi yang 

memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 

(Robbins, 2001) dalam Yustiono (2012) menyebut kompetensi sebagai “ability, 

yaitu kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu 

pekerjaan”.  

Selanjutnya (Robbins, 2001) dalam Yustiono (2012) menjelaskan bahwa: 

“Kemampuan individu dibentuk dari dua perangkat faktor, yaitu faktor 

kemampuan intelektual dan faktor kemampuan fisik.  Kemampuan intelektual 

adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental sedangkan 

kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan 

tugastugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan”.  

Sedangkan (Widodo, 2001) dalam Tantriani (2012) menjelaskan kompetensi 

sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal 

pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.   

 

Menurut Wibowo (2007) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk 

melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh 

pekerjaan tersebut.  Selanjutnya kompetensi merupakan karakteristik individu 

yang mendasari kinerja atau perilaku ditempat kerja, yang dipengaruhi oleh 
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pengetahuan, kemampuan dan sikap, gaya kerja, kepribadian, nilai sikap, 

kepercayaan dan gaya kepemimpinan.  Lebih lanjut Wibowo (2007) menjelaskan 

lima jenis karakteristik kompetensi sebagai berikut: Pertama, Motif adalah sesuatu 

yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan 

tindakan.  Motif mendorong, mengarahkan dan memilih perilaku menuju tindakan 

atau tujuan tertentu.  Kedua, Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang 

konsisten terhadap situasi dan informasi.  Ketiga, Konsep Diri adalah sikap, nilai-

nilai atau citra diri seseorang.  Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa 

mereka dapat efektif hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.  

Keempat, Pengetahuan adalahinformasi yang dimiliki orang dalam bidang 

spesifik, pengetahuan adalah kompetensi yang komplek.  Kelima, Keterampilan 

adalah kemampuan mengerjakan tugas atau mental tertentu. Kompetensi 

keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual. 

 

Widodo (2001) dalam Tantriani (2012) menjelaskan kompetensi sumber daya 

manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, 

dan pengalaman yang cukup memadai. Thalib (2008) dalam penelitiannya 

menggunakan tingkat pendidikan, masa kerja, umur pegawai, dan jabatan serta 

kuantitas pegawai dan keahlian teknis di lapangan untuk mengukur kapasitas 

SDM.  
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Untuk pengadaan sumber daya manusia auditor yang kompeten dan serasi, serta 

efektif tidaklah mudah. Sumber daya manusia yang cakap, mampu dan terampil 

belum menjamin produktivitas kinerja yang baik, jika kedisiplinannya dalam 

bekerja rendah dan tidak memiliki keinginan untuk berprestasi tinggi. Sumber 

daya manusia yang kurang mampu, kurang cakap, tidak terampil dan kurang 

cekatan mengakibatkan pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya.  

 

Menurut Warisno (2008) dalam Kristyanto (2012,4) Kegagalan sumber daya 

manusia Auditor Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika 

akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan 

ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.  

Tingkat pendidikan minimal strata satu (S1) merupakan syarat utama APIP 

sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah. APIP diharuskan mempunyai kemampuan untuk 

merencanakan audit, mengembangkan teknik dan metodologi audit, 

mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor, sesuai dengan proses bisnis 

instansi/lembaga yang dilayani sehingga kinerja audit yang baik dapat dicapai. 

Untuk mendukung tercapainya kinerja audit APIP yang baik diperlukan 

identifikasi keahlian yang dibutuhkan dalam rangka proses rekrutmen untuk 

mendapatkan sumber daya APIP yang berkompeten. 
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Lampiran 2 paragraf 11 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 

menyebutkan bahwa pemeriksaan keuangan harus dilaksanakan oleh pemeriksa 

yang mempunyai kemampuan ilmu akuntansi dan auditing yang memadai, serta 

memiliki pemahaman memadai terhadap prinsip akuntansi umum terkait dengan 

entitas yang diperiksa. Dengan demikian, peraturan yang ada mensyaratkan APIP 

Inspektorat berlatar belakang pendidikan. Pemahaman akuntansi dapat diperoleh 

melalui jenjang pendidikan formal maupun nonformal seperti pelatihan dan kursus 

singkat. APIP dengan latar belakang pendidikan akan mudah memahami 

akuntansi pemerintahan maupun SAP karena mereka telah memiliki ilmu dasar 

tentang akuntansi. 

 

2.4. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya paradigma penelitian tersebut dapat 

digambarkan dalam kerangka konseptual penelitian sebagaimana ditunjukkan 

pada gambar 1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian 

Pengalaman  Auditor (X2) 

 0-5 tahun 

 5-10 tahun 

 Diatas 10 tahun 

X1Y 

X1 X2 Y 

X2Y 

Latar belakang pendidikan (X1) 

 Pendidikan Akuntansi/non 

akuntansi 

 Jenjang pendidikan (S1,S2, 

DIII) 

Pelaksanaan Reviu LKPD 

(Y) 

 Perencanaan 

 Pelaksanaan 

 Pelaporan 
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2.5. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2014:99), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.  

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir, hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pelaksanaan Reviu 

Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung 

2. Pengalaman auditor berpengaruh terhadap pelaksanaan Reviu Laporan 

keuanganpemerintah Kota Bandar Lampung 

3. Latar belakang pendidikan dan pengalaman auditor secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap pelaksanaan reviu laporan keuangan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung 
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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran 

3.1.1. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional variabel meliputi : 

1. Variabel Bebas (Independent Variable). 

Adalah variabel yang menyebabkan berubahnya variabel terikat, dalam hal ini 

adalah : 

a. X1 = Pengaruh latar belakang pendidikan akuntansi  

b. X2 = Pengalaman Auditor 

2. Variabel terikat (Dependent Variable). 

Adalah variabel yang akan berubah karena adanya pengaruh dari variabel 

bebas, yaitu Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung (Y). 

3.1.2. Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel menggunakan skala Likert, yaitu suatu pertanyaan yang 

menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidak setujuan responden yang 

merupakan skala interval yang terdiri dari tingkat kinerja kepentingan/harapan dan 

tingkat kepentingan/harapan pemohon izin. Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 
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fenomena tertentu. Skala ini lebih sederhana dibandingkan skala lainnya, tetapi 

skala ini tidak memiliki nilai mutlak dari objek penelitian. Dari jawaban yang 

ingin didapat dari responden diklasifikasikan ke dalam lima tingkatan dan 

berbentuk skala Likert (Sugiyono, 2003). Dengan skala Likert, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang 

dapat berupa pertanyaan. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan 

skala Likert berupa : 

 Jawaban Sangat Setuju, diberi bobot 5 

 Jawaban Setuju, diberi bobot 4 

 Jawaban Cukup Setuju, diberi bobot 3 

 Jawaban Kurang Setuju, diberi bobot 2 

 Jawaban Tidak Setuju, diberi bobot 1 

Selain itu, variabel latar belakang pendidikan di ukur menggunakan nilai sebagai 

berikut : 

1. Latar belakang Pendidikan diberi nilai 1 

2. Latar belakang Pendidikan Non Akuntansi diberi nilai 0 

3. Tingkat Pendidikan D3 diberi nilai 1 

4. Tingkat Pendidikan S1 diberi nilai 2 

5. Tingkat Pendidikan S2 diberi nilai 3 

6. Masa Kerja Audit 0 – 5 th diberi nilai 1 

7. Masa Kerja Audit 6 – 10 th diberi nilai 2 

8. Masa Kerja Audit diatas 10 th diberi nilai 3 
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3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Penggolongan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenis dan 

sumbernya antara lain: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian) yaitu 

Auditor Pelaksana Reviu di Lingkungan Inspektorat Kota Bandar Lampung, 

melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari laporan auditor dan BPK, tentang kualitas laporan 

keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.  

 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a. Observasi, pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung pada objek penelitian dengan cara mengamati, 

mencatat, dan pengkodean terhadap rangkaian keterangan dan informasi yang 

diperoleh dari objek. 

b. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data/informasi dengan cara memberikan 

daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden yang selanjutnya akan dilakukan 

pengolahan data. 

c. Wawancara (Interview), yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak 

yang diperlukan seperti Auditor Pelaksana Reviu di Lingkungan Inspektorat 
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Kota Bandar Lampung untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari 

kuesioner.  

d. Studi Kepustakan (Library Research). Dalam hal ini dapat dikumpulkan data 

melalui studi literatur, tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang diteliti. 

e. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari 

laporan-laporan hasil pengawasan Inspektorat Kota Bandar Lampung. 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau  keseluruhan 

subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang di tetapkan oleh 

penneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya, sedangkan 

sampel adalah bagian atau jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Populasi penelitian ini adalah Auditor Pelaksana Reviu di Lingkungan 

Inspektorat Kota Bandar Lampung yang berjumlah 40 orang.  Dengan demikian, 

kuisioner akan disebar kepada 40 orang Auditor Pelaksana Reviu di Lingkungan 

Inspektorat Kota Bandar Lampung, untuk kepentingan penelitian ini. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan 

cara mendeskriptifkan atau menggambar data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2008:206). Dalam penelitian ini penyajian data dalam 

bentuk tabel dan perhitungan nilai modus. 
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3.4.2. Analisis Kuantitatif 

Berdasarkan pengaruh antar variabel pada hipotesis, digunakan model analisis 

regresi linier sederhana sebagai berikut : 

              

Keterangan : 

Y = Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah 

X1 = Latar belakang pendidikan 

X2 = Masa Kerja/Pengalaman Audit 

  = Konstanta  

     = koefisien regresi 

3.4.3. Uji Instrumen Penelitian 

3.4.3.1. Uji Validitas 

Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrument dapat mengukur 

sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur. Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung (untuk setiap butir dapat dilihat pada kolom 

corrected item-total correlations) dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n 

- k, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah item. Jika rhitung> 

rtabel, maka pernyataan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2007: 45). Untuk 

mengetahui validitas instrument, maka disebarkan kepada responden, untuk 

selanjutnya ditentukan validitasnya dengan menggunakan koefisien korelasi 

product moment dengan rumus sebagai berikut : 

     
 ∑    (∑ ) (∑ )

√[ ∑    (∑ ) ][ ∑    (∑ ) ]
 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi pearson product moment 
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N = Jumlah sampel 

X = Jumlah skor pertanyaan 

Y = Total skor keseluruhan pertanyaan 

Pengujian dilakukan pada tingkat kebebasan atau degree of freedom (df) = n-5 

dengan kriteria pengujian berikut : 

Jika rhitung >rtabel =  butir pertanyaan valid (dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian) 

Jika rhitung <rtabel =  butir pertanyaan tidak valid (tidak dapat digunakan  

    sebagai instrument penelitian) 

3.4.3.2. Uji Reliabilitas 

Realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan realibel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau       

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali 2007:41). Suatu variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai α > 0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2007: 42).  

Formula yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrument dalam penelitian 

ini adalah uji statistik Cronbach Alpha ( ) :  

     [
 

   
] [   

∑  
 

  
 ] 

Dimana : 

Rumus Varians =     
∑    

∑  

 

 
 

     :  Reliabilitas instrument/koefisien alfa       

 k :  Banyaknya bulir soal 

 ∑  
  :  Nilai variasi tiap-tiap bulir 
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  :  Total variasi 

 N : Jumlah Responden 

 

3.4.4. Uji Hipotesis 

3.4.4.1. Koefisien Determinasi (R Square) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) 

relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya 

mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali,2007:83).  

Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2
 (Adjusted R 

Square) pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R
2
, 

nilai Adjusted R
2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model (Ghozali,2007:83).  

Dalam kenyataan nilai Adjusted R
2
 dapat bernilai negatif, walaupun yang 

dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati yang dikutip oleh Ghozali 

(2006:83), jika dalam uji empiris didapat nilai Adjusted R
2
 negatif, maka nilai 

Adjusted R
2
 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R

2
 = 1, maka 
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Adjusted R
2
= R

2
= 1. Sedangkan jika nilai R

2
= 0, maka Adjusted R

2
= (1 – k)/(n – 

k). Jika k > 1, maka Adjusted R
2
 akan bernilai negatif.  

Dalam penelitian ini, untuk mengolah data digunakan alat bantu SPSS (Statistical 

Package for Social Science versi.19). 

3.4.4.2. Uji Statistik F 

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah 

layak. Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut: 

1. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau propabilitas lebih kecildari tingkat 

signifikansi (Sig < 0,05), maka model penelitian dapat digunakan atau model 

tersebut tidak layak. 

2. Kemudian jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau propabilitas lebih besar 

dari tingkat signifikansi (Sig.>0,05), maka mmodel model penilitian tidak dapat 

digunakan atau model tersebut tidak layak. 

3. Selanjutnya membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut 

tabel. Jika F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka model penilitianya 

sudah layak. 

3.4.4.3. Uji Statistik t 

Uji statistik t untuk menguji antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan 

asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan dengan tingkat keyakinan 95% 

(a=0,05). Uji ini dilakukan untuk melihat koefisien regresi secara individual 

variabel penelitian (Ghozali, 2011). Pengambilan keputusan dilakukan 

berdasarkan perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel penarikan simpulan pada 

uji ini didasarkan pada : 
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 Jika t hitung > t tabel, Ha diterima.  

 Jika t hitung < t tabel, Ha ditolak. 

Dengan demikian, dalam penelitian ini,  

1. Jika nilai signifikansi variabel (X1) Latar Belakang Pendidikan lebih kecil 

dari α = 0,05 pada taraf kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel (X1) Latar Belakang Pendidikan secara signifikan berpengaruh 

terhadap variabel (Y) Pelaksanaan Reviu Laporan keuangan Pemerintah 

Daerah, sekaligus membuktikan hipotesis kedua dan sebaliknya jika niai 

signifikansinya lebih besar dari nilai α = 0,05, maka tidak signifikan, artinya 

hipotesis kedua tidak terbukti. 

2. Jika nilai signifikansi variabel (X2) Pengalaman Auditor lebih kecil dari α = 

0,05 pada taraf kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

(X2) Pengalaman Auditor secara signifikan berpengaruh terhadap variabel (Y) 

Pelaksanaan Reviu Laporan keuangan Pemerintah Daerah, sekaligus 

membuktikan hipotesis kedua dan sebaliknya jika niai signifikansinya lebih 

besar dari nilai α = 0,05, maka tidak signifikan, artinya hipotesis kedua tidak 

terbukti. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pengalaman 

terhadap kompetensi Reviu Auditor di Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dari 

hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa 

1. Pendidikan berpengaruh terhadap pelaksanaan reviu laporan keuangan 

pemerintah kota bandar lampung 

2. Pengalaman auditor berpengaruh terhadap pelaksanaan reviu laporan 

keuangan pemerintah kota bandar lampung 

3. Pendidikan dan pengalaman auditor secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah kota bandar 

lampung, sebesar : 

 ý = 14.980 + 0,003 x1 + 0,626 x2 + et 

 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa saran, yaitu:  

1. Agar kompetensi Auditor dimasa yang akan datang lebih ditingkatkan agar 

kualitas pelaksanaan reviu laporan kuangan dapat lebih baik. 

2. Terkait kelemahan dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan agar 

penelitian dengan skala pengukuran serupa penelitian ini, dilakukan dengan 

metode statistik non parametrik agar didapatkan hasil hubungan yang lebih 

tepat antar variabel.  
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